
BUPATI JEMBER
SALINAN

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 28 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 39
TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang    : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sejak tanggal 1 Januari 2014 dan telah
berlakunya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah, dan belum adanya penganggaran
pendapatan dan belanja kapitasi dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2013 tentang APBD
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun
2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 39
Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Jember tentang Perubahan APBD Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4599) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  Milik Pemerintah
Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2008 Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten
Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008
Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2009 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2013 Nomor 3);
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27. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 39);

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan       : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013
Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1) Pendapatan
- Semula Rp. 2.667.046.916.473,00
- Bertambah Rp. 53.050.666.200,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.720.097.582.673,00

2) Belanja
- Semula Rp. 2.760.336.916.473,00
- Bertambah Rp. 53.050.666.200,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.813.387.582.673,00
Defisit setelah Perubahan Rp. (93.290.000.000,00)

3) Pembiayaan
a. Penerimaan

- Semula Rp. 94.181.895.087,00
- Bertambah/

Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 94.181.895.087,00

b. Pengeluaran
- Semula Rp. 891.895.087,00
- Bertambah/

Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 891.895.087,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 93.290.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp.                          0,00
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2. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai
dengan tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1   Juli 2014

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER

TANGGAL 1 – 7 – 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

HARI MUJIANTO, SH.MSi
Pembina Tingkat I

NIP. 19610312 198603 1 014


